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WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   5   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 21 TAHUN 2011  

TENTANG  

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dipandang 

sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar

Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981    Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri

Dalam    Negeri    Nomor   : 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 

2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011

tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas

Merokok (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011

Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun

Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016

Nomor 1/C);

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Madiun Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 21 

TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN 

KAWASAN TERBATAS MEROKOK. 

188/MENKES/PB/I/2011 

7 Tahun 2011 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan 

Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2011 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 20) diubah, sehingga secara keseluruhan 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan

dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

5. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang

dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup

termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana

Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau

sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar,

dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat

KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau

mempromosikan produk tembakau.

8. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area

dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di

tempat khusus.
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9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang

diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang

berada di dalam Kawasan Terbatas Merokok.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat

dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

dan/atau masyarakat.

11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang

digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar,

pendidikan dan/atau pelatihan.

12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun

terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.

13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup

yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus

dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk

masing-masing agama secara permanen, tidak

termasuk tempat ibadah keluarga.

14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi

masyarakat yang  dapat berupa kendaraan darat,air

dan udara biasanya dengan kompensasi.

15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan

tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana

tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga

kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana

terdapat sumber-sumber bahaya.

16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang

dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat

yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk

kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah,

swasta dan masyarakat.

17. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa

Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok adalah orang

yang karena jabatannya memimpin dan/atau

bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di

kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa

Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 1 Maret 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di  M A D I U N 
pada tanggal 1 Maret 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 

NOMOR 2/D 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM 

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP. 19750117 199602 1 001 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :      

39-5/2018
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